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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi, budgetary solvency ratio,
kemandirian keuangan, dan tingkat efisiensi keuangan terhadap financial distress pemerintah provinsi
di Pulau Sumatera. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI pada tahun 2015-2021. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling. Jumlah sampel terpilih dalam penelitian ini sebanyak 8 provinsi di pulau
Sumatera. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi logistik biner dengan bantuan SPSS
version 26 for windows. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan
kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan budgetary solvency
ratio dan tingkat efisiensi keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress
pemerintah daerah..

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi, Budgetary Solvency Ratio, Kemandirian Keuangan, Tingkat

Efisiensi, Financial Distress

Abstract

This study aims to determine the effect of the degree of decentralization, budgetary solvency ratio,
financial independence, and the level of financial efficiency on the financial distress of the provincial
government on the island of Sumatra. This research is a gquantitative study using secondary data,
namely the Audit Report issued by the Indonesian Supreme Audit Agency in 2015-2021. Determination
of the sample in this study using purposive sampling method. The number of samples selected in this
study were 8 provinces on the island of Sumatra. Data analysis in this study used binary logistic
regression with the help of SPSS version 26 for windows. The test results show that the degree of
decentralization and financial independence has no effect on financial distress, while the budgetary
solvency ratio and the level of financial efficiency have a significant negative effect on local government
financial distress.

Keywords: Degree of Decentralization, Budgetary Solvency Ratio, Financial Independence, Financial
Efficiency, Financial Distress

pekerjaan pemerintah daerah itu sendiri, baik
berupa pembangunan daerah, maupun pemberian
pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai
organisasi nirlaba, pemerintah daerah memiliki
tujuan utama yaitu melayani masyarakat.
Layanan ini meliputi penyediaan pendidikan,
kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001, Indonesia telah menganut
sistem otonomi daerah, dimana kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia
diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ~ Daerah, mengaruh  sistem

pemerintahan  daerah yang memiliki - hak,  pyeym, transportasi umum, infrastruktur, dan
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk barang publik.

mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan Berdasarkan hasil riset Ombudsman (2021)
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menunjukkan fakta bahwa hanya 38,24%
setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Menurut (lllahi, Haryati,
dkk., 2021), Sejak pemberlakuan otonomi
daerah, pemerintah daerah bertugas mengatur

pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki
rapor hijau dalam tingkat pelayanan publiknya.
Hal itu membuktikan bahwa pemerintah provinsi
di Indonesia masih banyak yang memiliki tingkat
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pelayanan publik yang rendah atau buruk. Disaat
pelayanan publik masih buruk, itu menunjukkan
bahwa pemerintah tidak dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Belanja modal memiliki peranan yang
penting dalam pelayanan publik pemerintah
kepada masyarakat, karena proporsi dana yang
dialokasikan untuk belanja modal mempengaruhi
pembangunan untuk memberikan penyediaan
pelayanan kepada masyarakat yang memadai.

Menurut Hasan & Nur (2016), semakin
besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja
daerah secara keseluruhan merupakan salah satu
ukuran kualitas belanja yang baik. Belanja modal
yang besar diharapkan akan memberikan dampak
yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di
daerah yang kemudian akan meningkatkan
potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja
modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk
meningkatkan kualitas dan pelayanan publik
yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh
masyarakat. Salah satu standar mutu pelayanan
yaitu belanja modal berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 adalah sebesar 30%. Menurut
(Dwitayanti dkk., 2020), minimnya jumlah
belanja modal yang terealisasi karena belanja
daerah lebih banyak digunakan untuk belanja
lainnya, dapat menjadi salah faktor yang
menyebabkan pemerintah mengalami kondisi
financial distress.

Menurut Jones & Walker (2007) dalam
Waninda & Arza, (2019), financial distress
merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk
menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang
berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk
memberi pelayanan pada publik sesuai standar
minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan.
Menurut Zakia & Setiawan (2021)
ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan
layanan kepada masyarakat sesuai standar
dikarenakan kurangnya infrastruktur publik yang
disediakan oleh pemerintah daerah akibat
kurangnya alokasi belanja modal yang
merupakan kondisi dari financial distress.

Dalam sektor pemerintahan, (Jones &
Walker, 2007) dalam Syurmita (2014)
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menggunakan dua indikator untuk memprediksi
financial distress negara bagian di Australia,
yaitu indikator keuangan dan non-keuangan.
Indikator keuangan terdiri dari besaran dana yang
dialokasikan untuk membangun infrastruktur
pelayan publik dan rasio-rasio Kinerja keuangan.
Sedangkan indikator non-keuangan terdiri dari
karakteristik dewan dan kualitas pelayanan
publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Illahi
(2021) yang meneliti tentang prediksi financial
distress pemerintah daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat, dengan variabel
independen kemandirian keuangan, derajat
desentralisasi, dan keselarasan belanja.

2. TELAAH LITERATUR DAN

PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

(Jensen & Meckling, 1996) menjelaskan
masalah keagenan yang disebabkan oleh
pertentangan kepentingan antara agen selaku
manajemen dan prinsipal selaku pemilik, baik itu
permasalahan  yang  berupa  asymmetric
information, adverse selection, ataupun moral
hazard. Menurut Moe (1984) menyatakan
keterikatan prinsipal-agen dalam pemerintahan
dapat ditelusuri dalam budgeting process yaitu
antara: publik—pihak legistatif, pihak legistatif-
pemerintah, menteri keuangan—pengguna
anggaran, perdana menteri- birokrat, serta
pejabat pemberi pelayanan.

Hubungan keagenan dalam sektor publik
terjadi antara pemerintah dengan publik, dimana
publik memiliki posisi sebagai prinsipal yang
memberikan mandatnya kepada pemerintah yang
memiliki posisi agen dalam menyuarakan
opininya. Menurut Hagen, dkk (2003)
pendelegasian opini publik kepada legistatif
dapat diilustrasikan dengan publik memberikan
dana berupa pajak kepada pemerintah untuk
membiayai segala kebutuhan publik, dimana
dalam pengelolaan dana tersebut publik
mempercayakan kepada lembaga legistatif
dengan harapan bahwa dana yang mereka sudah
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berikan tersebut dipergunakan dengan baik dan
sesuai dengan kebutuhan publik.

Bagian ini juga memuat Kerangka Pemikiran
dan di bawahnya ditulis gambar mengenai
kerangka pemikiran tersebut dan diberi nomor.

Financial Distress pada Pemerintahan

Menurut (Mahmudi, 2016), status financial
distress dalam sektor pemerintahan
diproyeksikan dengan rasio belanja modal
terhadap total belanja sehingga dapat diketahui
bahwa dalam menentukan status financial
distress didapatkan dengan perbandingan antara
realisasi belanja modal dan total belanja daerah
yang bersangkutan. Menurut Syurmita (2014),
bahwa pada pemerintah daerah, financial distress
ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran
yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga
pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk
belanja modal atau belanja investasi. Maka dapat
disimpulkan bahwa salah satu penyebab financial
distress adalah misalokasi belanja modal yang
disebabkan oleh tidak terkendalinya pengeluaran
pemerintah.

Menurut (Jones & Walker, 2007), financial
distress dapat dirumuskan sebagai berikut:

Fi ial Distress — Belanja Modal 10094
manaal 1SS = Total Belanja Derah x 1
Belanja Modal
Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa
belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
dalam rangka memperoleh atau menambah aset
tetap dan/atau aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12
bulan) serta melebihi batasan nilai minimum
kapitalisasi.  Belanja  modal  merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi Halim (2002). Menurut
Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal
merupakan  pengeluaran  anggaran  yang
digunakan dalam rangka memperoleh atau
menambah aset tetap dam aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi serta melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang
ditetapkan pemerintah.

Derajat Desentralisasi
Desentralisasi merupakan penyerahan tugas
atau wewenang dari pemerintah pusat kepada
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pemerintah daerah. Desentralisasi dilaksanakan
dengan tujuan untuk mempermudah daerah
dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni,
memaksimalkan potensi daerah masing-masing.
Menurut Sartika (2016) desentralisasi fiskal
merupakan salah satu mekanisme transfer dana
APBN dalam kaitannya dengan kebijakan
keuangan negara Yyaitu untuk mewujudkan
ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan
memberikan  stimulus  terhadap  aktivitas
perekonomian masyarakat, maka dengan
kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan
menciptakan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah yang sepadan dengan besarnya
kewenangan urusan  pemerintahan  yang
diserahkan kepada daerah otonom.

Menurut Mahmudi, derajat desentralisasi
dapat dirumuskan sebagai berikut:

Total PAD

1009
Total Pendapatan Daerah x &

Derajat Desentralisasi =

Budgetary Solvency Ratio

Kemampuan total pendapatan kotamadya
untuk mendanai semua pengeluaran dalam satu
tahun fiskal dapat diukur dengan budgetary
solvency ratio. budgetary solvency ratio adalah
perbandingan total pendapatan masyarakat
dengan total pengeluaran yang perlu dikeluarkan.
Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin banyak
pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk
belanja daerah. (Ritonga dkk., 2012) mengatakan
bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur
perbandingan antara total pendapatan yang ada
dengan total belanja yang harus dikeluarkan.
Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin
baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah
dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk
belanja  daerah  yang nantinya  akan
mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa
dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga
semakin tinggi nilai dari dimensi budgetary
solvency ratio ini maka semakin rendah
kemungkinan terjadinya financial distress
pemerintah daerah.

Menurut (Ritonga dkk., 2012), budgetary
solvency ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

Budget Sol Ratio — Total Pendapatan Daerah 100%
udgetary Sofvency Ratio = Total Belanja Daerah * ?

Kemandirian Keuangan

Menurut (Rukmana, 2013) “kemandirian
keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk
menggali dan mengelola sumber-sumber
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keuangan asli daerah dalam memenuhi
kebutuhannya guna mendukung berjalannya
sistem  pemerintahan, pelayanan kepada
masyarakat dan pembangunan daerah dengan
tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah
pusat dan mempunyai keleluasaan didalam
menggunakan dana-dana untuk kepentingan
masyarakat daerah dalam batas-batas yang
ditentukan peraturan-perundangan.”

Menurut (Mahmudi, 2016), kemandirian
keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Total PAD

—_— 0,
Transfer + Pinjaman x100%

Kemandirian Keuangan =

Efisiensi Keuangan

Menurut (Handoko, 1995), efisiensi adalah
kemampuan untuk  menyelesaikan  suatu
pekerjaan dengan benar. Ini merupakan
perhitungan perbandingan antara keluaran
(output) dan masukan (input). Pemberian
otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor
publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah
dituntut untuk mencari alternatif sumber
pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi
harapan masih adanya bantuan dan bagian
(sharing) dari  Pemerintah  Pusat dan
menggunakan dana publik sesuai dengan
prioritas dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Halim, 2007), tingkat efisiensi
keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Eelarja Daerah

—————— x 1009
Pendapatan Daerah * t

Efisiensi Keuangan =

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Derajat Desentralisasi terhadap
Financial Distress

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap total penerimaan daerah. Semakin
tinggi derajat desentralisasi maka kontribusi
PAD semakin tinggi juga. Nilai PAD yang
semakin tinggi akan berpengaruh terhadap
peningkatan total pendapatan daerah tersebut.
Menurut Yanti (2018), total pendapatan daerah
yang tinggi bisa berdampak pada kualitas
pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah daerah, sehingga potensi untuk
mengalami financial distress juga semakin kecil.
Hal ini berarti pemerintah dengan derajat
desentralisasi yang tinggi memiliki kewenangan

yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD
nya untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H. : Diduga Derajat Desentralisasi berpengaruh
negatif terhadap Financial distress Pemerintah
Provinsi di Pulau Sumatera

Hubungan Budgetary Solvency Ratio terhadap
Financial distress

(Ritonga dkk., 2012) menyatakan bahwa
budgetary solvency ratio digunakan untuk
mengukur perbandingan antara total pendapatan
yang ada dengan total belanja yang harus
dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari budgetary
solvency ratio maka semakin baik kemampuan
pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai
belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang
nantinya akan mendatangkan manfaat jangka
panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat
luas.” Sehingga semakin tinggi nilai dari
budgetary solvency ratio ini maka semakin
rendah kemungkinan terjadinya financial distress
pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan
tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H, : Diduga Budgetary Solvency Ratio
berpengaruh negatif terhadap Financial Distress
Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Hubungan Kemandirian Keuangan terhadap
Financial Distress

Pemerintah  daerah  yang  memiliki
Pendapatan Asli Daerah yang rendah akan
membutuhkan dana dari sumber lain untuk
memenuhi  kebutuhannya. Bagi pemerintah
daerah  provinsi, sumber dana tersebut
diantaranya dapat berasal dari dana transfer
pemerintah pusat (dana perimbangan). Sesuai
pandangan teori ketergantungan sumber daya,
pemerintah daerah yang memiliki kemandirian
sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan
untuk bertahan hidup dan terhindar dari financial
distress. Kemandirian keuangan juga telah
digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai
indikator dalam menilai kinerja keuangan
pemerintah (Syurmita, 2014). Berdasarkan hal
tersebut maka penulis merumuskan hipotesis
sebagai berikut:
Hs : Diduga Kemandirian  Keuangan
berpengaruh negatif terhadap Financial Distress
Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera
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Hubungan Efisiensi
Financial distress
Efisiensi berhubungan dengan Kkegiatan
operasional yang dilakukan oleh pemerintah
daerah selama satu periode, dimana proses
kegitatan operasional pemerintah daerah dapat
dikatakan efisien apabila menggunakan sumber
daya atau dana dengan serendah-rendahnya yang
diaplikasikan oleh pemerintah daerah dalam
belanja daerah (Lazyra, 2016). Mahmudi, (2016)
menjelaskan semakin kecil rasio efisiensi maka
kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan
bagus karena pemerintah daerah mampu
menekan dana yang dikeluarkan dalam
membiayai belanja langsung atau yang berkaitan
dengan kegiatan operasional. Rasio efisiensi
yang Kkecil menjelaskan pemerintah daerah
mampu menekan biaya operasional yang
dibandingkan dengan realisasi pendapatan rill
daerah sehingga dana tersebut dapat dialihkan
kepada belanja modal pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan pembangunan ataupun
infrastruktur kepada masyarakat. Berdasarkan
hal diatas dan penjelasan dalam kajian teori maka
dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :
H, : Diduga Efisiensi Keuangan berpengaruh
positif terhadap Financial Distress Pemerintah
Provinsi Di Pulau Sumatera

Keuangan terhadap

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pemerintah provinsi di Pulau
Sumatera.  Teknik  pengambilan  sampel
menggunakan teknik purposive sampling
sehingga sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 8 pemerintah provinsi di
Pulau Sumatera yang menerbitkan laporan
keuangan periode 2015-2021 sehingga jumlah
sampel pada penelitian ini adalah 56 sampel.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa data Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumtaera
periode 2015-2021. Data laporan keuangan
diperoleh melalui publikasi data dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Variabel Penelitian
Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah status financial distress pemerintah
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daerah yang didefinisikan sebagai
ketidakmampuan pemerintah daerah dalam
menyediakan layanan publik karena belanja
modal yang dialokasikan tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan. Status financial
distress dalam penelitian ini diproyeksikan
dengan rasio belanja modal terhadap total
belanja. Financial distress pada penelitian ini
menggunakan dummy (0/1) dengan kategori 0 =
mengalami financial distress dan 1 = tidak
mengalami financial distress. Menurut Jones &
Walker (2007) status financial distress dapat
dirumuskan sebagai berikut:

F 1D Belanjo Modal 00
Financ siress b
trametat Sstre Total Belanja Derah "

Variabel Independen
Derajat Desentralisasi

Menurut  Mahmudi  (2016),  derajat
desentralisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Total PAD

1009
Total Pendapatan Daerah x n

Derajat Desentralisasi =

Budgetary Solvency Ratio

Menurut Ritonga dkk. (2012) budgetary
solvency ratio digunakan untuk mengukur
perbandingan antara total pendapatan yang ada
dengan total belanja yang harus dikeluarkan.
Budgetary solvency ratio dapat dirumuskan
sebagai berikut:

Bud Solv Ratio Total Pendapatan Daerah 100%
udgetary Sofvency Ratto = Total Belanja Daerah * ¢

Kemandirian Keuangan
Menurut Mahmudi (2016), kemandirian
keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Total PAD

——— 0,
Transfer + Pinjaman x100%

Kemandirian Keuangan =

Efisiensi Keuangan
Menurut (Halim, 2007), tingkat efisiensi
keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Eelanja Daerah

——— x 1009
Pendapatan Daerah * g

Efisiensi Keuangan =
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Teknik Analisis Data
Perumusan Model

Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis logistik biner
dengan menggunakan SPSS Versi 26 for
windows. Analisis ini digunakan untuk melihat
hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen. Model regresi yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Ln% = B0+ Blxl+ P2X2+ B3X3 + B4X4 +e

Keterangan :

LnP/(P-1) : Probabilitas pemerintah daerah
untuk mengalami financial distress dan non
financial distress

B0 : Konstanta

B1-p4 : Koefisien dari masing masing rasio

X1 : Derajat Desentralisasi Fiskal
X : Budgetary Solvency Ratio
X3 : Kemandirian Keuangan

Xa : Efisiensi Keuangan

e : eror

4. HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan informasi
mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai
mean dan standar deviasi dari masing-masing
variabel. Standar deviasi menunjukkan seberapa
luas penyimpangan data dari nilai mean.
Menilai Keseluruhan Model

-2 log likelihood dapat digunakan untuk
melihat kelayakan model yang digunakan dalam
penelitian. Pengujian terkait dengan nilai ini
dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log
likelihood  sebelum  ditambah  variabel
independen dengan nilai -2 log likelihood setelah
ditambah variabel independen. Jika terjadi
penurunan nilai dari -2 log likelihood sebelum
ditambah variabel independen ke -2 log
likelihood setelah ditambah variabel independen,
maka model yang dipakai layak atau cocok.

Tabel 1
Iteration History Block 0

Iteration HistoryPc

Coefficients
Iteration -2 Log likelihood Constant
Step0 1 77.561 071
2 77.561 071

Sumber : Output Spss, 2023

Tabel 2
Iteration History Block 1
Iteration HistoryaPcd

Coefficients
Derajat Kemandirian
Iteration -2 Log likelihood Constant  Desentralisasi BSR Keuangan Efisiensi
Stepl 1 67.621 89.565 -6.888 -34.133  .309 -55.031
2 67.201 112.478  -8.791 -43.174  .386 -68.618
3 67.188 117.369  -9.098 -45.146  .385 -71.491
4 67.188 117.567  -9.109 -45.226  .385 -71.607
5 67.188 117.567  -9.109 -45.226  .385 -71.608

Sumber : Output spss, 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi
perubahan nilai, dapat dijelaskan bahwa nilai -2
log likelihood sebelum adanya variabel
independen pada step 0 adalah sebesar 77.561
dan mengalami perubahan menjadi 67.188

setelah ditambah variabel independen. Hal
tersebut menandakan bahwa model penelitian ini
fit dengan data yang ada.
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Koefisien Determinasi (Uji
Square)

Uji nilai nagelkerke R Square digunakan
untuk melihat seberapa besar tingkat variabel

Nagelke’s R
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independen dalam mempengaruhi variabel
dependen dalam model yang digunakan pada
penelitian ini.

Tabel 3
Koefisien Determinasi
Model Summary

-2 Log

Steplikelihood Square

Cox & Snell R Nagelkerke R

Square

1 67.188° .169

.226

Sumber : Output Spss, 2023

Berdasarkan hasil pengujian Nagelkerke R
Square yang tersaji dalam tabel diatas, nilai dari
Nagelkerke R Square adalah 0,266 variasi yang
terjadi pada variabel financial distress dijelaskan
oleh variabel yang diteliti. Hasil ini menunjukkan
bahwa  kemandirian  keuangan,  derajat
desentralisasi dan keselarasan belanja dianggap

mampu menjelaskan pengaruh terhadap financial
distress dalam model yang digunakan sebesar
26,6% , sedangkan 73,4% lainnya dijelaskan oleh
faktor di luar penelitian.

Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer
and Lemeshow’s Goodness of Fit Test)

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square

Sig.

1 5.334

.619

Sumber : Output Spss, 2023

Tabel hasil pengujian Hosmer and Lemeshow's
Goodness of Fit Test yang dilakukan
menunjukkan nilai Chi-square sebesar 5.334 dan
signifikansi sebesar 0,619 dan nilai 0,619> 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa data empiris

Hasil Uji Hipotesis
Uji Wald

Sutaryo S E dkk. (2010) menyatakan bahwa
parameter atau koefisien regresi merupakan nilai
yang menggambarkan besaran dan arah pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen
dalam model regresi. Dalam penelitian ini
kriteria pengujian yang digunakan adalah jika

dalam penelitian ini cocok, atau sesuai dengan
model regresi dalam penelitian ini atau tidak ada
perbedaan antara model dengan data sehingga
model penelitian dapat dikatakan fit dan
penelitian dapat dilanjutkan.

nilai probabilitas variabel independen lebih kecil
dari 5%, maka variabel independen berpengaruh
signifikan terhadap financial distress, sebaliknya
jika nilai probabilitas variabel independen lebih
besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa
variabel  independen  tidak  berpengaruh
signifikan terhadap financial distress.
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Tabel 4.5
Hasil Uji Wald

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1* Derajat Desentralisasi -9.109 7.680 1.407 1 .236 .000
BSR -45.226  22.475 4.049 1 .044 .000
Kemandirian Keuangan .385 2.579 .022 1 .881 1.469
Efisiensi -71.608  34.861 4.219 1 .040 .000
Constant 117.567  56.519 4.327 1 .038 1.145E+51

Sumber : Output Spss, 2023

Mengacu pada output tabel diatas, diketahui
bahwa variabel yang memiliki nilai Sig.< 0,05
adalah Budgetary Solvency Ratio yaitu sebesar
0,044 dan Efisiensi sebesar 0,040. Dengan
demikian, maka variabel tersebut berpengaruh
signifikan terhadap prediksi financial distress,
sedangkan variabel lain seperti derajat
desentralisasi nilai signifikansinya > 0,05 yaitu
sebesar 0,236 dan kemandirian keuangan sebesar
0,881 maka variabel derajat desentralisasi dan
kemandirian keuangan tidak berpengaruh
signifikan terhadap prediksi financial distress.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap
Financial Distress

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara
parsial, derajat desentralisasi tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap financial distress.
Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.236 dan koefisien sebesar -
9.109. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5%
menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak
mampu dalam menentukan status financial
distress, sehingga penelitian ini  gagal
mendukung hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif
terhadap financial distress pemerintah provinsi di
pulau Sumatera periode 2015-2021. Hasil
penelitian ini  mendukung penelitian yang
dilakukan oleh (lllahi, Haryati, dkk., 2021)yang
memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi
tidak mampu memprediksi status financial
distress.

Pengaruh Budgetary Solvency Ratio terhadap
Financial Distress

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel
secara parsial, budgetary solvency ratio
berpengaruh secara signifikan terhadap financial
distress. Hasil pengujian hipotesis kedua
memiliki nilai signifikansi sebesar 0.044 dan
koefisien sebesar -45.226. Nilai signifikansi yang
lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa
hipotesis diterima, yaitu budgetary solvency ratio
berpengaruh negatif terhadap financial distress
pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode
2015-2021.

Variabel budgetary solvency ratio yang
bertanda negatif (-) menunjukkan bahwa semakin
besar budgetary solvency ratio maka semakin
kecil kemungkinan terjadinya financial distress
pemerintah provinsi di Pulau Sumatera periode
2015-2021. Hasil penelitian tersebut didukung
oleh teori Ritonga dkk. (2012) yang mengatakan
bahwa semakin tinggi nilai dari rasio-rasio
budgetary solvency maka semakin baik
kemampuan pendapatan pemerintah untuk
menutupi pengeluaran operasionalnya, sehingga
pemerintah daerah tersebut dapat terhindar dari
financial distress.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap
Financial Distress

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel
secara parsial, kemandirian keuangan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap financial
distress. Hasil pengujian hipotesis ketiga
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memiliki nilai signifikansi sebesar 0.881 dan
koefisien sebesar 0.385. Nilai signifikansi yang
lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa
kemandirian keuangan tidak mampu dalam
menentukan status financial distress, sehingga
penelitian ini gagal mendukung hipotesis ketiga
yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan
berpengaruh negatif terhadap financial distress
pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode
2015-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (lllahi, Haryati,
dkk., 2021) vyang menyatakan bahwa
kemandirian keuangan tidak berpengaruh dalam
memprediksi status financial distress.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah
yang tidak berpengaruh menjelaskan bahwa
kemandirian keuangan pemerintah daerah yang
tinggi tidak selalu dapat meningkatkan alokasi
yang diberikan dalam belanja modal dalam
melayani masyarakat sehingga dapat
menurunkan kondisi financial distress (Rusdi &
Fuad, 2018). Pemerintah daerah yang memiliki
kemandirian keuangan tinggi dimana pemerintah
daerah tidak bergantung pada dana transfer
pemerintah pusat atau provinsi, cenderung tidak
akan mengalami financial distress atau memiliki
ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran
diluar kebutuhan rutin.

Pengaruh  Tingkat Efisiensi
terhadap Financial Distress

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel
secara parsial, efisiensi keuangan berpengaruh
secara signifikan terhadap financial distress.
Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.040 dan koefisien sebesar -
71.608. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari
5% menunjukkan bahwa hipotesis keempat
diterima, yaitu efisiensi keuangan berpengaruh
negatif terhadap financial distress pemerintah
provinsi di pulau Sumatera periode 2015-2021.

Variabel efisiensi keuangan yang bertanda
negatif (-) menunjukkan bahwa semakin besar
tingkat efisiensi keuangan maka semakin kecil
kemungkinan terjadinya financial distress
pemerintah provinsi di Pulau Sumatera periode
2015-2021. Hasil penelitian tersebut didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Atmaja
(2012) yang menemukan bahwa rasio posisi
keuangan dan rasio efisiensi berpengaruh negatif
terhadap financial distress.

Keuangan
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5. SIMPULAN
Simpulan

1) Hasil penelitian secara parsial Derajat
Desentralisasi  terhadap  Financial
Distress dengan tingkat signifikansi
untuk variabel Kemandirian Keuangan
Daerah sebesar 0,236 lebih besar dari
taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini
menunjukkan bahwa variabel derajat
desentralisasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Financial Distress
Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

2) Hasil penelitian secara parsial Budgetary
Solvency Ratio terhadap Financial
Distress dengan tingkat signifikansi
untuk variabel Budgetary Solvency Ratio
sebesar 0,044 lebih kecil dari taraf
signifikansi yaitu 0,05 dan koefisien
sebesar -45.226 hal ini menunjukkan
bahwa variabel Budgetary Solvency
Ratio berpengaruh negatif signifikan
terhadap Financial Distress Pemerintah
Provinsi di Pulau Sumatera.

3) Hasil  penelitian  secara  parsial
Kemandirian Keuangan terhadap
Financial Distress dengan tingkat

signifikansi untuk variabel Kemandirian
Keuangan sebesar 0,881 lebih besar dari
taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini

menunjukkan bahwa variabel
Kemandirian Keuangan tidak
berpengaruh signifikan terhadap

Financial Distress Pemerintah Provinsi
di Pulau Sumatera.

4) Hasil penelitian secara parsial Tingkat
Efisiensi Keuangan terhadap Financial
Distress dengan tingkat signifikansi
untuk  variabel  Tingkat Efisiensi
Keuangan sebesar 0,040 lebih kecil dari
taraf signifikansi yaitu 0,05 dan
koefisien sebesar -71.608 hal ini
menunjukkan bahwa variabel Efisiensi
Keuangan berpengaruh negatif
signifikan terhadap Financial Distress
Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

Keterbatasan Penelitian
Berikut ini  merupakan

keterbatasan dalam penelitian ini.

1) Berdasarkan hasil koefisien determinasi
(Nagelkerke’s R Square) relatif kecil,
yaitu sebesar 0,226 atau 22,6%. Hal ini
berarti variabel independen dalam
penelitian ini dapat menjelaskan variabel
dependen sebesar 22,6% sedangkan

beberapa
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774% dijelaskan faktor lain di luar
variabel yang diteliti.

2) Hasil penelitian belum dapat mewakili

tujuan penelitian secara keseluruhan
mengingat  jumlah  sampel  yang
digunakan hanya berjumlah 56 sampel.

3) Periode penelitian yang relatif pendek.
Saran
1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa

adanya hubungan negatif antara efisiensi
keuangan dan budgetary solvency ratio
terhadap prediksi status financial
distress. Sehingga diharapkan
pemerintah daerah lebih meningkatkan
lagi efisiensi keuangannya dan jumlah
pendapatan yang dapat menutupi
kebutuhan daerah agar terhindar dari
status financial distress.

2) Pemerintah daerah diharapkan dapat

3) Penelitian

menyelenggarakan desentralisasi dengan
menggunakan wewenangnya secara baik
untuk meningkatkan kualiatas pelayanan
publik sehingga dapat terhindar dari
financial distress.

selanjutnya  diharapkan
meniliti untuk seluruh Provinsi di
Indonesia, agar dapat mengetahui secara
luas pemerintah daerah yang dapat
diprediksi mengalami financial distress
dan dapat menguji variabel-variabel lain
yang mungkin  berpengaruh  juga
terhadap financial distress Pemerintah
Daerah.
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